GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 0 & TAHUN 2018

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2018 saat ini masih dalam proses pembahasan, sehingga
penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan Kketentuan
Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, maka untuk membiayai pengeluaran Daerah
dipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Pasal 105A dan Pasal 106
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (4) Qanun Aceh
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebelum
Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh (APBA) ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Aceh,
pengeluaran kas hanya dapat dilakukan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah serta untuk tertib
administrasi dan kelancaran penyaluran dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), perlu dilakukan pemberian Tambahan Uang
Persediaan (TUP) untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Operasional di Sekolah baik SD, SDS, SMPN, SMPS, SMP Satu
Atap, Pendidikan Menengah (SMA, SMAS, SMKN dan SMKS)
Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB/SLB) pada awal Tahun
Anggaran 2018,;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, Pemerintah Aceh wajib menyalurkan Dana
BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan dalam Provinsi
Aceh, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana
BOS di RKUD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Aceh tentang Pengeluaran Daerah untuk Bantuan
Operasional Sekolah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur scbagai Wakil Pemerintah di
wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomc;r 44, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecclakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
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Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan
Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Aceh dan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan
Kantor Pertahanan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Aceh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008
tentang Buku;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun
Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/
2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
DarussalamNomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor S5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 15);

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENGELUARAN DAERAH
UNTUK  BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN

ANGGARAN 2018.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja
barang dan jasa.

2.Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat
APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan DPRA
selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Aceh.

S. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA.

7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah
tambahan uang persediaan untuk kelancaran Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).

8. Bantuan Operasional Sekolah yang disingkat BOS adalah dana yang
digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai
petunjuk teknis menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2
Alokasi Pengeluaran Daerah untuk Bantuan Operasional Sekolah
Mendahului APBA Triwulan I Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp 173.456.600.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus
lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung dalam bentuk hibah untuk jenjang
pendidikan dasar negeri, pendidikan menengah swasta dan
pendidikan khusus swasta sebesar Rp 125.668.800.000,- (seratus
dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta
delapan ratus ribu rupiah) pada PPKA; dan

b. Belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan untuk
jenjang pendidikan menengah negeri dan pendidikan khusus negeri
pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp 47.787.800.000 (empat
puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan
ratus ribu rupiah).
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Pasal 3

(1). Pengguna Anggaran/Pengguna Barang PPKA dapat mengajukan
SPM LS kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh paling tinggi sebesar
alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, setelah
menerima permintaan pencairan beserta kelengkapan dokumen
hibah sesuai Peraturan Perundang-undangan dari Kepala Dinas
Pendidikan Aceh.

(2). Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pendidikan Aceh
dapat mengajukan SPM TU kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh
galin% tEinggi sebesar alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

uruf b.

(3) Realisasi pengeluaran/penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan
oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pendidikan Aceh
berdasarkan DPA-SKPA atas beban APBA Tahun Anggaran 2018
sesuail dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, _7 Maret 2018
19 oML gEhi— 1439

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, & Margt 2018
20 YumaohiL gk r1439

EKRETARIS DAERAH ACEH‘?

— T~

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 6
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